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MOTTO 

"ilmu adalah sebaik-balk perbendaharaan dan yang paling 

indahnya. la ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Di 

tengah-tengah orang banyak ia indah, sedangkan dalam 

kesendirian ia menghibur" 

"Ilmu adalah kekuatan. Barang siapa yang mendapatkannya, 

dia akan menyerang dengannya; dan barang siapa yang tidak 

mendapatkannya, dialah yang akan diserang olehnya" 

"luliakanlah keluargamu karena mereka adalah sayapmu yang dengannya 

engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu 

(kekuatan) yang dengannya engkau mengalahkan (inusuhmu)" 

('ALL b i v ~  Abi  hal lib) 
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ABSTRAK 

Rite1 adalah primadona baru dekade ini. Kemunglunan terhdap 

pertumbuhan masih akan terjadi dimasa yang akan datang seiring dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk, pendapatan dan kebutuhan. Maka bisnis ini menarik 

pemodal besar untuk mendekat dan menggarapnya sebagai lahan mendatangkan 

banyak keuntungan. Disis lain, akan ada pihak yang akan tergusur pelan atau 

cepat kehadiranya akan tersingkn-kan, yakni pedagang kecil dan pedagang 

tradisional. Maka pemerintah mengakomondasinya dengan membuka kran bagi 

penanam modal dalam bidang ritel. Narnun, nampaknya undangan terhdap 

penanrn modal tidak memiliki kendali. Dorongan munculnya kebijakan yang pro 

terhadap liberalisasi ritel, antara lain diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan 

bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Indikator yang 

menunjukan liberalisasi tersebut diketahui melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 

2007 tentang penanaman modal yang memicu dibentuknya Peraturan Presiden 

No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. 

Metode penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hingga kepada regulasi 

pada tingkat kabupatenkota disertai bahan hukurn sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini berupa 

gambaran utuh tentang kehidupan ritel di Indonesia dekade ini yang terdiri dari 

teori sekaligus dengan empiris. Membacanya akan memberikan banyak 

perspektif. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bidang persaingan usaha adalah bidang interdimensional yang mencakup 

berbagai sektor didalamnya. Banyak sektor yang belum sepenuhnya 

bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut terjadi 

karena belum terciptanya budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. 

Adanya ketidakseimbangan dalam aspek perekonomian minimbulkan persaingan 

dalarn pasar berbagai bidang tidak sebagaimana mestinya. 

Timbulnya konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau 

partai tertentqdan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha 

kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk 

mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar 

keuangan. Masa reformasi menjadi sebuah momentum munculnya regulasi yang 

mengatur antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.' 

Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa peinbubaran 

ekonomi yang dikuasai Negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk 

membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-ha1 yang 

merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu 

justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan 

menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau 

' Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 
7th ed. (Portland, Oregon:Oxford, 2000) 



penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan 

posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. 

Disadari adanya keperluan bahwa Negara menjamin keutuhan proses 

persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha terhadap gangguan dari 

pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha 

mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja ditiadakan dengan 

harnbatan persaingan swasta. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai 

tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan 

MPR-RI No. XJMPRl1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam 

Rangka Penyelamatan- dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia 

mernasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Dalam 

memahami malcna Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perlu disimak asas dan tujuan. 

Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal2 bahwa "Pelaku 

usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha 

dan kepentingan umum". 

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 

1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu 

&pat ditemukan dalam peiljelasan atas Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi 

pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Risalah Sidang BPUPKI pada tanggal 3 1 



Mei 1845 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku 

ketua Panitia Perancang W D  menolak paham individualism dan menggunakan 

semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di 

sini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, 

dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran Neo- Romantisisme Jerman, 

aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekses-ekses individ~alism.~ 

Adapun tujuan dari UU No. 5 tahun 1 999 sebagaimana diatur pada Pasal3 adalah 

untuk : 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan 

pelaku usaha kecil 

c. Mencegah praktek monopoli danlatau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Dua ha1 yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (policy 

objectives) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang 

memililu undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (public interest) 

dan efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pasal 2 dan 3 tersebut di atas 

menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999. Diharapkan 

bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan 

Saahedin Sabar dkk., (Jakarta: Sehetariat Negara Republik Indonesia, 1992) 
in Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi 
Penerapannya di Indonesia, Cetakan kedua, (Malang: Bayumedia,2007) p. 192 



demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 

(Pasal 2) dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang 

efisien (Pasal 3). Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 

1945 yang sesuai dengan Pasal 3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari 

struktur ekonomi untuk tujuan perealisasian kesejahteraan nasional menurut UUD 

1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan bebas dan 

adil dalam pasal3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. 

Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap 

pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya 

penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.Undang-undang antimonopoli 

dapat dan harus membantu dalam mewujudkanstruktur ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalampenjelasan Pasal 33 Ayat 1 UUD 

1945, yang menyatakan bahwa "Ekonomi diaturoleh kerjasama berdasarkan 

prinsip gotong royong", termuat pikiran demokrasiekonomi, yang dimaksudkan 

ke dalam Pasal2 UU No. 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh 

sernua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus 

mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. 

Pikiran pokok tersebut termuat dalam pasal 2, yang dikaitkan dengan Huruf a 

dan Huruf b dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi 

menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi. 

Disetujui secara umum bahwa negara hams menciptakan peraturan persaingan 



usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh karena terdapat tiga 

sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut, yaitu : 

a. "Liberalisme perjuangan bebas", yang pada masa lalu telah melemahkan 

kedudukan Indonesia dalam ekonomi internasional; 

b. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan 

perkembangan ekonomi 

c. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli 

akan merugikan rakyat. 

Hanya perundang-undangan antimonopoli yang dapat mencegah timbulnya 

ketiga sistem tersebut, karena melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata 

persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi pasar. 

KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU No.511999 telah 

melakukan banyak ha1 terkait dengan upaya penyelarasan kebijakan persaingan 

usaha. Sepanjang tahun 2008 contohnya, ada begitu banyak sektor yang menjadi 

sasaran saran dan pertimbangan KPPU. Sektor yang menjadi fokus perhatian 

diantaranya adalah sektor ritel, migas, dan pelabuhan. Saran dan pertimbangan 

mengenai ketiga sektor tersebut ditanggapi dengan cukup baik oleh pemerintah, 

bahkan pada saran dan pertimbangan di sektor migas, masukan KPPU telah 

dielaborasikan dalam Peraturan BPH Migas. 

Mengingat begitu pentingnya peranan KPPU, maka diperlukan kinerja yang 

secara holistik dapat sinergis antara penegakan hukum, harmonisasi kebijakan 

serta upaya advokasi dan sosialisasi hukum persaingan usaha. Adanya semangat 

penegakan h u h  dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha diharapkan 



mampu menciptakan budaya bersaing yang dinamis dan sehat. Dengan demikian, 

kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari UU No. 511999 dapat tercapai. 

Dalam penulisan tesis ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi lex 

spesialis dari penerjemahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 sebagai lex 

generalis. Maka dapat dipahami penelusuran terhadap potensi pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha dalam bisnis ritel adalah 

bentuk dari ketidakseimbangan persaingan antara ritel modern dengan ritel kecil 

dan tradisional yang pada akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha yang 

tidak sehat melalui perilaku pelaku usaha yang mengabaikan asas dan tujuan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dalam penulisan tesis ini mengangkat isu ritel yang dapat ditelusuri 

sebagai berikut. Bisnis ritel telah berkembang menjadi industri dan tidak hanya 

dimonopoli oleh satu pelaku usaha di satu lokasi. Perusahaan ritel kini 

bennunculan dengan menawarkan tidak hanya ketersediaan barang, tetapi juga 

menyangkut berbagai ha1 yang lebih terkait dengan aspek psikologis konsumen. 

Misalnya menyangkut aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, bahkan juga 

menyangkut citra yang dicoba ditanamkan di mata konsumen, seperti tempat 

barang murah dengan kualitas bagus, bergengsi dan sebagainya. 

Kecenderungan ini merupakan sebuah ha1 yang tidak dapat dihindari lagi 

dalam perkembangan ritel saat ini. Peningkatan pendapatan masyarakat serta 

inunculnya kemajuan di berbagai bidang menjadi salah satu penyebabnya, yang 

menyebabkan segrnen konsurnen ritel tumbuh beraneka ragam. 



Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi 

perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan 

ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel 

modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap 

tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemarnpuan menyerap sebesar 18,9 

juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang.3 

Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri 

bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat 

beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa 

melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk 

minimarket, supermarket bahkan hypermarket yang kini bertebaran di setiap kota 

besar Indonesia. 

Pesatnya pernbangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak 

berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern 

dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap. Di sisi lain, pasar 

tradisional masih berkutat dengan perrnasalahan klasik seputar pengelolaan yang 

kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar modern dan 

tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel.4 

Dorongan munculnya kebjjakan yangpro terhadap liberalisasi ritel, antara 

lain diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi 

Penanaman Modal Asing (PMA). Indikator yang menunjukan liberalisasi tersebut 

Artikel Ekonomi, 2009, "Penelitian Penyerapan Tenaga Kerja oleh Asosiasi 
Perusahaan Rite1 Indonesia (Aprindo)" http://warnadunia.com/diakses 22 desenber 201 1 

4 Artikel Ekonomi kerakyatan, 2010. "Pasar Tradisional vs Pasar Modem". 
http://duniaekonomi.com/artikel-ekono&l2010 



diketahui melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 

yang memicu dibentuknya Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 selanjutnya 

diubah menjadi Peraturan Presiden No. 1 1 1 Tahun 2007 dan terakhir diperbaharui 

menjadi Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha 

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang 

Penanaman Modal. 

Menurunnya pengendalian terhadap pembukaan usaha ritel modern 

menyebabkan pasar tradisional merasakan penurunan pendapatan dan keuntungan 

yang drastis.' Peritel asing sangat aktif untuk melakukan investasi terutama 

dalam skala besar seperti hipermarket dan Department Store. Contohnya adalah 

Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, 

Makro dan Seven Eleven. Berdasarkan data AC Nielsen Tahun 2008, diketahui 

bahwa pertumbuhan ritel modern setiap tahunnya mencatat kisaran angka 10 % 

hingga 30 %. Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi ritel modern sangat agresif 

hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat.6 

Rite1 tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman 

rakyat pun terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan ritel modern 

tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak terhindari karena minimnya 

pengawasan aturan zonasi dari pembangunan ritel modern tersebut, maka ritel- 

ritel tradisional yang berada di kota-kota besar pun terkena i m b a ~ n ~ a . ~  

AC Nielsen. 2004. "Pasar Modern Terus Geser Peran Pasar Tradisional". 
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2004/0622/proml. html. . 9  
desember 20 10. 

ibid 
http://gagasanhukum.wordpress.com/20 101 121 13I"analisis-hukum-bisnis-pasar- 

modern-menggusur-pasar-tradisional-bagian-'/diakses tanggal 1 desember 20 1 1 



Persaingan head to head akibat menjamurnya ritel modern membawa 

dampak buruk terhadap keberadaan ritel tradisional. Hal itu dapat dilihat melalui 

perhitungan pangsa pasar oleh KPPU dengan mengklasifikasikan ritel modern 

menurut jenisnya.' Salah satu dampak nyata dari kehadiran ritel modern di 

tengah-tengah ritel tradisional adalah berkurangnya pedagang kecil serta 

menurunnya ornzet dari pedagang kecil ter~ebut.~ 

Padahal, industri ritel dipandang sangat strategis dalam ekonomi 

Indonesia. Ritel merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Pada 

tahun 2003 potensi pasar bisnis ritel mencapai sekitar Rp. 600. Trilyun. Pada saat 

itu diperkirakan ritel modern sudah menguasai sekitar 20% atau sekitar Rp 120 

Trilyun. Kontribusi sektor ritel terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 

20%. Demikian juga dilihat dari kuantitas, dari sekitar 22, 7 juta jurnlah usaha di 

Indonesia sebanyak 10.3 juta atau sekitar 45% merupakan usaha perdagangan 

besar dan eceran.1° 

Terkait dengan struktur pasar ritel, secara khusus asosiasi pedagang pasar 

seluruh Indonesia menyatakan bahwa jumlah pasar tradisional tercatat 13.450 

unit, sedangkan jumlah pedagang pasar mencapai 12,6 juta orang. Total aset pasar 

tradisional sendiri mencapai Rp 65 triliun. 

Hasil penelitian AC Nielsen menyatakan bahwa penjualan produk 

kebutuhan sehari-hari di toko tradisional kembali mengalami penurunan sebesar 

2%, sehingga pangsa pasarnya pada 2005 menjadi hanya 67,6%. Survei PT AC 

Penjelasan perhitungan pangsa pasarlperkara No: 09lKPPU-L/2009, ha1.8 
Penjelasan duduk perkara No: 03KPPU-U2009, ha1.2 

'O Ester dan Didik. 2003. Potensi Pasar Bisnis Ritel". Copyright: Sinar Harapan 
2003. Jakarta. http://sinarharapan.co.id/beritaJ0704/28eko0.html 



Nielsen Indonesia atas 51 kategori produk kebutuhan sehari-hari (consumer 

goods) menunjukkan pangsa pasar tradisional termakan rite1 modern berfonnat 

minimarket. ' ' 
Argumen yang menyatakankan bahwa kehadiran pasar modern merupakan 

penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. 

Perrnasalahan pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah 

internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang 

sangat minim, pemerintah daerah yang benvenang mengelola pasar tradisional 

berusaha untuk memaksimalkan penerimaan retribusi. 

Pedagang tradisional yang menjual makanan segar (daging, ayam, ikan, 

sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain) memiliki pelanggannya sendiri. 

Namun keunggulan pasar modern berada di atas pasar tradisional, yaitu bahwa 

mereka dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, 

ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. 

Keadaan ini pun secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.12 

Minimarket, supermarket dan hipermarket menjalin kerja sama dengan 

pemasok besar dengan masa kerjasama untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal 

ini yang menyebabkan mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan 

skala ekonomi yang besar. 

Ibid 
'' Bustaman. 1999. "Membuat Pasar Tradisional Tetap Eksis", Makalah (tidak 

diterbitkan), pada acara Diklat Manajemen Pusat Pertokoan dan Pembelanjaan di Medan, 
15 s.d. 28 September 1999. 



Rite1 Modern melakukan strategi harga dan nonharga, untuk menarik 

pembeli.13 Mereka melakukan penguasaan pasar dengan berbagai strategi harga 

seperti strategi limit harga, strategi pemangsaan lewat pemangkasan harga 

(predatory pricing), dan diskriminasi harga antar waktu (inter-temporal price 

discrimination) misalnya memberikan diskon harga pada akhir minggu dan pada 

waktu tertentu. Sedangkan strategi nonharga antara lain dalam bentuk iklan, 

membuka gerai lebih lama, khususnya pada akhir minggu, bundling/tying 

(pembelian secara gabungan), dan parkir gratis. 

Beberapa kalangan memandang bahwa makin meluas pendirian pasar 

modern di Indonesia, makin baik bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim 

persaingan usaha.14 Sementara itu, kalangan lain berpendapat bahwa di era 

globalisasi pasar tradisional telah menjadi korban dari kompetisi sengit antara 

sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional kehilangan 

pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh ritel modern. 

Dinamika industri ritel di Indonesia menarik untuk diperhatikan 

perkembangannya. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksepahaman dengan 

nafas semangat pembangunan ekonomi. Secara politik Indonesia menganut paham 

demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, demikian pula ekonominya, 

Indonesia adalah negara penganut faham demokratis. 

Tampaknya para pendiri Republik ingin menyatakan bahwa demokrasi 

politik saja tidak mencukupi karena harus disertai demokrasi ekonomi. Dengan 

demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara tidak akan berbelok dari arah 

l3 Ibid 
l4 Budi Untung,. Hukum Investasi. Jakarta, 2009, ha1 35-37 



yang menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas 

dirumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945 khususnya Pasal33. 

Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 pasal dua secara khusus 

memberi penegasan bahwa bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai 

kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu,meliputi bidang usaha yang 

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha 

yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan 

kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, 

dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 

Bahwa dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 

terdapat ketentuan lokasi tertentu. Perdagangan skala besar, antaralain 

mall,supermarket,department store dan pusat perbelanjaan wajib memenuhi 

peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang. Kebijakan tersebut diperkuat 

dalam pasal tiga ayat satu dan dua. Dapat dibayangkan apabila bidang 

perdagangan skala besar beroperasi dikawasan pelayanan lokal atau lingkungan 

didalam perkotaan akan terjadi kemacetan dan penurunan jumlah konsumen 

pedagang kecil-kelontong rumahan. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tata ruang yang 

berhubungan dengan pasar ritel berupa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern. Peraturan Presiden tersebut secara tegas memberikan pedoman 

bahwa jenis usaha ritel berjenis perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada 



akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. 

Hypermarket dan pusat perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses 

sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan 

pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kotdperkotaan. Supermarket dan 

department store, tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan 

tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kotdperkotaan. 

Dalarn Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2008 dijelaskan 

bahwa penentuan jarak pendirian ritel modern hams memperhatikan pasar 

tadisional atau jenis ritel lainnya yang sudah ada sebelumya,dan memperhatikan 

iklim usaha yang sehat antara hipermarket dan pasar tradisional. 

Melihat pada praktik dilapangan, berbagai keluhan bermunculan 

sebagaimana terangkum dalam beberapa data dan informasi berikut:15 

1. Serbuan minimarket di Kota Malang meresahkan pedagang pasar 

tradisional, karena lokasinya berdekatan dengan pasar dan barang-barang 

dijual lebih kompetitif Keberadaan minimarket sudah mulai menggeser 

pedagang pasar tradisional. Jumlah pedagang di pasar-pasar tradisional 

menyusut sejak dua tahun lalu. 

2. Di DKI Jakarta, berdasarkan survei Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh 

Indonesia (APPSI), sebanyak 11 pasar tradisional 90% kiosnya sudah 

tidak beroperasi. Pasar tersebut adalah Pasar Sinar, Pasar Kramat Jaya, 

Pasar Cilincing, Pasar Muncang, dan Pasar Prumpung Tengah di Jakarta 

Utara. Lalu, Pasar Blora di Jakarta Pusat, Pasar Cipinang Besar dan Pasar 

'' Artikel Ekonomi kerakyatan, 1oc.cit 



Kelapa Gading di Jaktim, Pasar Sawah Besar di Jakarta Barat, Pasar Karet 

Pedurenan dan Pasar Cidodol di Jaksel. 

3. Di Majalengka masyarakat menolak kehadiran pasar modern karena 

dikhawatirkan akan menyebabkan matinya usaha yang mereka lakukan. 

Hal yang perlu diperhatikan terutama dari aspek hukum terkait dengan penataan 

Pasar Tradisional dan Pasar Modern adalah mengenai perizinan. Aspek perizinan 

ini menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan 

perkembangan Pasar Modern atas Pasar Tradisional di daerah Kabupaten, Kota 

atau Propinsi sekalipun. Karena dengan adanya kewenangan pusat yang kemudian 

diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan adanya Undang- 

Undang Otonomi Daerah sebenarnya diharapkan akan lebih baik karena daerah itu 

sendirilah yang sebenarnya dianggap paling tahu mengenai rencana tata ruang 

nya. 16 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

dalarn industri retail modern di Indonesia? 

2. Bagaimana seharusnya pengaturan bisnis retail sesuai dengan hukum 

persaingan usaha? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 dalarn industri retail di Indonesia 

l 6  Deperindag, 2009. Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah . Jakarta. 
Makalah (tidak diterbitkan), pada acara DikIat Manajemen Pasar di Jakarta, 15 s.d. 28 
febuari 2009. 



2. Untuk mengkaji bagaimana seharusnya pengaturan bisnis retail sesuai dengan 

hukum persaingan usaha. 

D. Kerangka Teori 

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang 

dianutnya dan keberadaan hukum antimonopoli dan persaingan tidak sehat dalam 

suatu Negara (terlebih yang menerapkan sistem ekonomi pasar) merupakan 

sebuah tuntutan demi te~jaganya keseimbangan dalam aspek hukum dan ekonomi.% 

Sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu sistem yang dipakai 

oleh mayoritas negara didunia.17 Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat 

memberikan kebabasan kepada individdswasta dalam menguasai sumber daya 

yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan 
- 7 

keuntungan pribadi sebesar-besarnya?* 

Salah satu faktor pendorong dari berkembangnya kapitalisme dizaman 

modern adalah globalisasi. Achmad Suparman menyatakan globalisasi adalah 

suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap 

individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah sekaligus sebagai suatu 

rancangan manusia untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara dalam 

suatu mekanisnle sebagai fenomena teknologi, ekonomi, sosial, politik dan 

budaya yang diawali dengan perdagangan barang, jasa, faktor produksi dan 

diikuti oleh integrasi ekonomi a ~ ~ t a r - n e ~ a r a ' ~  dan dapat diartikan sebagai padanan 

l7 Artikel Ekonomilsistem ekonomi, 2010. "Peran Kapitalisme". 
http://duniaekonomi.com/artikel-ekonomi-pasar-tradisional-vs-pasar-mode9met 20 10. 

'* Ibid 
19~ingmm Natasha Sirait. 2009. Perekonomian Indonesia dalam Persaingan. 

Medan. Jurnal Universitas Sumatra Utara~http:jurnalonlineusu/hukumekonomi 


































































































































































































